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KATA PENGANTAR

Puji syukur kani panjatkan kehadirat Tuhan yang }uIaha Esa atae segala limpahan
rahmat dan hidayahNya sehingga Dinas Lingkungan llidup Kota Kotamobagu telah dapat

menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Irstarui pemerintah (XIp) Tahun 2017.

Bedasarkan Peraturan Menteri Negam pmdayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusurnn Penetapan Kinerja

Dan Pelaporan Akuntabifitas Kinerja Instarsi Pemerintah, rnewajibkan kepada setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelmggara pemerintahan untuk merrpertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan firngsinya serta kewenangan pengelolaan su:nber daya,

pelaksanaan kebijaka4 dan program dengan mmyusun Iaporan Akuntabilitas Kinerja hrstansi

Pemerintah (I-AKIP).

Dalam penyajian laporan akuntabilitas kinerja dijelaskan mengenai capaian indikator
kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, Iaporan evaluasi dan analisis

akuntabilitas kineria merrjelaskan capaian indikator sasaran yang ditetapkan dalarrr pekumgl

Pmetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu Tahun 2012 dan Iaporan

akuntabilitas anggaran yang menjelaskan capaian realisasi keuangan tahun a ggala ml7.

Karri menyadari bahwa penyusunan laporan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup
Kota Kotamobagu pada tahun 20n7 ;ni masih belum semprurra, oleh sebab itu kami

mmgharapkan tanggapan, saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan

penyusunan LKIP di tahun mendatang dan semoga laporan akuntabilitas ini dapat

memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Kotamobagu, 20t8

PIt. KEPALA DINAS LINGKTJNGAN IIIDUP
KOTA KOTAMOBAGU

WAI\I
PEMBINA UTAMAMUDA
NIP. 1961060s 199210 I 001
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BAB I
PENDAIII'LUAIT

1.1. Iat r &tatarg
Penyusunan Laporan Kineda lnstansi Pemerintah pKIP) merupakan

emanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Gntang Petraporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah' Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kineq'a Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kineda' Pel;aporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Iaporan Kinerja Instansi Pemerintah'

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2Ol7 ini adal'ah wujud

akuntabifitas pelal<sanaan tugas dan fungsi Dinas Linglungan Hidup Kota

Kotamobagu sekaligus sebagai alat pemacu peningkatan kinerja unit

organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu'

1.2. Gambaran Umum Dl,es LrrSkulgarr Etdup Kotr Kotamobagu

1.2. 1. Strutrtur @3atuast
Berdasarkan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 56 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi' Tugas darr Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotomobagu Tipe A' Dinas Lingkungan

Hidup Kota Kotamobagu Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui

Selaetaris Daerah.

1.2.2.Tugas PoAok dan Fuagsi

A. Kepala lltaas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu walikota

untuk mel,alsanakan urusan Pemerintan yang menjadi kewena-ngan

Daerah dan'I\rgas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang

lingkungan hiduP.

Untuk meLaksanakan

menyelen ggarakan fungsi :

tugas,

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;

c) pelaksarraan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
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d) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

lingkungan hiduP;

e) Pening)<atan kualitas sumber daya manusia di bidang linglungan hidup;

0 Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pel'aporan;

g) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang linglungan hidup; dan

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyele pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan meliputi administrasi umum' kepegawaian, naskah dinas'

penyusunan progran kegiatan dan petraporan serta perencanaan dan

keuangan.

Untukmel;aksanakantugas,sehetarismenyelenggarakanfungsi:

a) Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;

b) Penyusunan perencanaai program, kegiatan dan metraksanakan

pelaporan;

c) Pelayanan urusan ketatausahaaa dan keuanganl

d) Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;

e) Penyelenggaraan urusar program dan pelaporan;

f) Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;

g) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

C. Sub Baoia! Umum

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menJrusun

rencana ke{a, melaksanakan tugas teknis ketatausa}raan' mengelola

administrasi kepegawaian serta mel'aksanakan urusan rumah tangga'

Dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi :

Sub Bagian Umum dan KePegawaian

a) Menyusun rlencana dan program keda untuk sub bagian umum dan

kepegawaian;

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidalg umum dan

kepegawaian;

c) Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan telrrris dan adrninistrasi;

d) Menata dan memethara sarana dan prasarana;

e) Menyiapkan bahan dan data kepegawaian;

f) Melaksanakan penataan dal pengelolaan administrasi umum dan

ad m inistrasi kepegawaian;
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g) Mengelola dan meLaksanakan umsan ketatausahaan dan kearsipan;

h) Melaksanakan urusan

kepegawaian;

administrasi, pembinaan dan pengawasan

i) Mengelol,a dan melaksanakan urusaa keprotokol'an dan perjalanan dinas;

j) Melaksanakan dan mengawasi urusan ruma-h tanega;

k) Melaksanakan pengeloLaan dan pemeliharaan atas barang

inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

l) Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan' tata

Laksana dan pengelotraaa kesekretariatan;

m) meLaksanakan monitoring, evaluasi dan men5rusun laporan pelaksanaan

kegiatan; da:r

n) Melaksana-kan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

D. Srrb Bada.n Petenca.asaa

Sub Baglan Perenca-naan mempunyai tugas menJrusun rencana kerja dart

melaksanakan PelaPoran.

Dalam melaksanakar tugas, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan

fungsi:

a) Menyusun rencana dal program keg'a;

b) Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Kerja

Dinas;

c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pen5rusruran Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-

masing Bidang dan Sekretariat sebagai bal.an konsultasi perencanaan

melalui KePala Dinas;

d) Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas

Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan' Penetapan

Tahunan, Iaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah' Rencala

Strategis dan Rencana Kerja;

e) Mengkoordinasikan, menJrusun dal menganalisis rumusan rencana

anggaran / keuangan dan belanja;

f) Mengkoordinasikan dan merr5msun Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban Keuangan/Anggaran;

g) Menyiapkan, men5rusun, mengotrah, meneliti dan mel'aporkan realisasi

fisik dan keuangan/anggaran;

h) Menyiapkan, mengembang[an dan metaksana]an sistematika' prosedur

dan mekanisme manajemen serta akuntansi petraporan;

i) Mengkoordinasikan dan menyusun Rencana dan Program Kerja setiap

unit kerja di lingkungan kantor;
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j) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

k) Mel,aporkan pel,alsanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan ;

dan

1) Melaksanakan tugas tain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

E. Sub

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menJrusun rencana kerja'

melaksanakan tugas tekds keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan

fungsi :

a) Menyusun rencana dan program ke{a;

b) Mengumpulkan dart menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dan Dokumen PeLaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-

masing satuan kerja;

c) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi

perbendaharaan dinas;

d) Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana

anggara:n / keuangan dan belanja;

e) Mengkoordinasikan dan menJrusul Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban Keuangan/ Anggaran;

f) Mengkoordinasikan dan menyusun dokumen Rencana Keg'a Anggaran

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta melakukan usutran

perubahan Anggaran;

g) Menyiapkan, men5rusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi

fisik dan keuangan/anggaran;

h) Mela-ksanakan pengadrninistrasian Keuangan/Anggaran yang meliputi

verilikasi, pembukuan pembendaharaan serta gaji;

i) Melaksanakan pengendalian anggaran/ keuangan, penerimaan kas,

pengeluaran kas, Investasi dan Utang Piutang;

j) Menyiapkan Evaluasi dan Monitoring Penatausahaan adninistrasi dan

keuangan/anggaran;

k) Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur

dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan;

1) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundangundangan;

dan

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

F. Bidanq Tata Lirsku!€a.a



Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan

kebijakan telcris ketrayakan dokumen lingkungan, upaya pengelotraan

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan pengendalian teknis

penerapan rencana pengelolaan lingkungan hidup serta Iaporan hasil

penilaian dokumen amdal.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan

menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis tata ruang, kelayakan

dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL),

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL) dan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(DPPL);

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan penaatan dan penegakan hukum

lingkungan;

c) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penil,aian Upaya

Pengelolaan Lingkungan / lJpaya Pemantauan Lingkungan (JKL/UPLI

dengan melibatkan instansi teknis;

d) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian telcris pemantauan

pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana

pemantauan lingkungan hidup serta analisis dan evaluasi pelaksanaan

pengendalian dampak lingkungan;

e) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penJrusunan

laporan hasil pelaksanaan penilaian dokumen amdal sebagai persiapan

proses penerbitan keputusan kelayalan lingkungan hidup atau

persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkulrgari I Upaya Pemantauan

Lingkungan (UKL/UPL);

f) Inventarisasi data, informasi sumber daya alam dan penyusunan

dokumen Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH);

g) Koordinasi, sinlronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan

pengelol,aan Lingkungan Hidup (RPPLH); dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemzrntauan dan evaluasi

pelaksanaan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH);

h) Koordinasi penJmsun.rn tata ruang yang berbasis daya dukung daya

tampung lingkungan serta penentuan daya dukung dan ta'mpung

lingkungan hidup;

i) Penyusunan Neraca Sumber Daya AIam (NSDA) dan Lingfungan Hidup,

pen,'usunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik
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Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto IPDRB) hijau serta

mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);

j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Indeks

Kualitas Ling}rungan HiduP (IKLH);

k) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan

dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);;

1) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan pengesahan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

m) Fasilitasi Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan I(ajian Linglungan

Hidup Strategis (KLHS) dan Pembinaan penyelenggaraan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta pemantauan dan evaluasi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

n) Koordinasi pen1rusunan instruknen pencegahan pencemaran dan /atau

kerusakaa lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL), Upaya Pengelolaan Linglungan I Upaya Pemantauan

Lingkungan (UKL/ UPL), Izin Lingkungan' Audit Lingkungan hidup'

Analisis Resiko Ling[ungan Hidup);

o) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan) dan penil'aian terhadap

dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

dan upaya Pengelolaan Lingkungan I tJpaya Pemantauan Lingkungan

(UKL/UPL)h

p) Pelaksanaan proses izin lingkungan, perlindungan sumber daya alam'

pengawetan sumber daya al'am, pelaksanaan pemanfaatan secara lestari

sumber daya al,am, pencadaagan sumber daya atram;

q) pelal<saaaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim' inventarisasi

Gas Rumah Ikca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca

(GRK);

r) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, penetnpan kebijakan

dan pelaksanaan konsewasi, pemanfaatan bekelanjutan' dan

pengendalian kerusa-kan kealekaragaman hayati;

s) Pemantauan dan pengawasan pel'aksanaan konsewasi keanekaragaman

hayati serta penyelesaian konllik dalam pemanfaatal kealekaragaman

hayati;

t) Pengembangan sistem informasi

keanekaragaman hayati;

dan pengelol,aan data base

u) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
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v) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

F.1. SeLd Iatentat't!8ti RPPLE. EES dr! Xalte! Le8rDaL LltrrIkuroDE

Seksi Inventarisasi RPPLH, KLHS dan Kajian Darnpak Linglungan'

menyelenggarakan fungsi :

a) Menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

b) Melakukan Penyusunan dokumen Rencana Perlindunga-n dan

pengelol;aan Lingkungan Hidup (RPPLF!;

c) Melakukan Koordinasi dan sinlaonisasi pemuatan Rencana

Perlindunga.n dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam

Rencana Pembangunan Jangke Panjang Daerah EPJPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

d) Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Perlindungan dan pengelolaan Linglungan Hidup [RPPLH);

e) Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f) Mengkoordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan

daya tampung lingkungan hiduP;

g) Menyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik

Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau,

mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

h) Men5msun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);

i) Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

j) Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang

Rencana Perlindungan dan pengeloLaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

k) Melal<ukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS);

l) Melaksanakan pengesaha.rl Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

m) Menfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pe}aksanaan Ikjian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

n) Menfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis [KLHS);

o) Melakukan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup strategis

(KLHS).

p) Melakukan koordinasi penjrusunan instrumen pencegahan pencerraran

dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak

Linglungan (AMDAL) dan Upaya Pengelol,aan Linglungan I Upaya

Pemantauan Lingkungan IIJKL/UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan

Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
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q) Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis Mengenan

Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelotraan Linglungan /

Upaya Pemantauan Lingkungan (tlKL/ UPL);

r) Menyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

s) Melaksanaan proses izin lingfuungan

t) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidalg tugas

dan fungsi.

F.2. Kerrels S€tst Penelthesael Ltngkuscr'l EtduP

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingtcungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanaan perlindungan sumber daya alam;

b. MeLaksanaan pengaweta'n sumber daya alam;

c. Melaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya "larn;

d. Melaksanaan pencadangan sumber daya alam;

e. Melaksanaan upa.ya mitigasi dan adaptasi perubahan iklirn;

f. Melaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan

profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

g. Mel,aksanalan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

h. Melakukan penetapan kebijakan dan pelalsanaan konservasi'

pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan

keanekaragaman haYati;

i. Mela.kukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi

keanekaragaman hayati;

j. Melakukan penyelesaian konllik dalam pemanfaatan keanekaragaman

hayati; dan

k. MeLakukan pengembalgan sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman haYati.

1. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

G. Bidalq PenseloLan Saf,Iteh La.a Limbah 83

Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah E!3 menyelenggaral<an fungsi :

a. Perumusan kebijakan pengurangan sampah dan penyusunan informasi

pengelolaan sampah dan penanganan sampah;

b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk

setiap kurun waktu tertentu;;
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c. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

d. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang

mampu diurai oleh proses alzun dan pendaur ulang sampah;

e. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah, pembinaan pemanfaatan

kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

f. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkuten dan pemrosesan

akhir sampah;

g. Penyediaan sarpras penanganan sampah dan penetapan lokasi tempat

Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;

h. Pemungutan retribusi atas jasa La5ranan pengelolaan sampah;

i. Pengawasan terhadap tempat pernrosesaD akhir pembuangan sampah;

j. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah;

k. Pemberian kompensasi dampat negatif kegiatan pemrosesan akhir

sampah;

1. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan

pengelolaan samPah;

m. Pengembangan investasi dal,am usaha pengeloLaan sampah;

n. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

swasta;

o. pelakseuraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

pernrosesan akhir sa:npah yang diselenggarakan oleh s{'asta;

p. Perumusal kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh piha-k Lain (badan usaha);

q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang ditraksanakan oleh pihak l;ain (badan usaha);

r. Perumusan penJrusunEln kebijalan WnitrlLanr penyimpanan sementara

limlafu 83 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

s. Pelraksanaan petinnat penyimpanan sementara limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (83);

t. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun @3);

u. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun @3) @engajuan, perpanjangan'

perubahan dan Pencabutan);
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v. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun @3),pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (83) menggunakan alat anglut, pelaksanaan

rr+rizlnar. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan

perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beractn (83) medis;

w. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan' pemanl:aatan'

pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3);

x. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai Ircraturan perundang-undangan;

dan

y. Melaksanalan tugas liain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

G.1. Seki daa Pe Persamoahan

Seksi Pengelol,aan dan Penangana Persampa.han menyelenggarakan

fungsi :

a. Melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampah;

b. Metrakukan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis

sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

c. Melakukan perumusan kebijakan pengurangirn sampah;

d. Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada

produsen/ industri;

e. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku dan kemasan

yang mampu diurai oleh proses al,am;

f. Melaksanakan pembinaan pendaur utrangan sampah;

g. Melakukan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

h. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sarr'pah dari produk dan

kemasan produk;

i. Melakukan pemmusan kebljakan penanganan sampah;

j. Metakukan koordinasi pemil,ahan, pengumpulan, pengangkutan dan

pe[rrosesan akhir samPah;

k. Metrakukan penyediaan sarpras penarganan sampah;

1. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan

sampah;

m. MeLakukan penetapan lokasi tempat Tempa.t Penampungan Sementara

(TPS), Tempat Pengolahan $ampah Terpadu (TPST) dan Tempat

Pemrosesan Akhir ffPO samPah;

n. MeLakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat

pengelol,aan sampah;
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o. Melalukan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan trrcmrosesan

akhir sampah;

p. Melakukan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan

dengan badan usaha pengelol;a sampah dalam menyelenggarakan

pengeloLaan samPah;

q. Melakulan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

r. Mel,aksanakan penJrusunzrn kebijakan perizinan pengolahan sampah'

penga:rgkutan sampah dan pemrosesan alhir sampah yang

diselenggarakan oleh swasta;

s. Mel,aksanakan perizinan pengolahan sarnpah, pengangkutan sampah dan

penrosesan alrtrir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

t. Melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja

pengelolaan sampah yang dilaksanalan oleh pihak lain (badan usaha);

u. Melaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelol'aan sampah

yang dilaksanalan oleh pihak lain (badan usaha);

v. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dart

w.Metraksanakantugastrainyangdiberikanpimpinansesuaibidangtuga's
dan fungsi.

G.2. Se bah daa

seksi Pengelol,aan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83)

menyelenggarakan fungsi :

a. Melakukan perumusan penJrusunan kebijakan pr.r;dnal' penyimpanan

sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun @3) (pengajuan,

perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

b. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun @3);

c. Melaksanaan perrantauan dan pengawasan penyimpanan sementara

limbah Bahar Berbahaya dan Beracun (B3);

d. Melakukan pen5rusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan

pengangkutan lirnbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) @engajuan'

perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

e. Mel;aksanaan perizinan bagi pengumpul lirnbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3);

f. Melaksanaan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);

g. Mela-ksanaan Wrizrrra:r, Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun @3);
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h. Melaksanaan penguburan timbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) medis;

i. Melakukan pemantauan dan p€ngawasan terhadap pengolahan,

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbul6l lirn!3h Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3).

j. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

n. Mel,aksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.
g. Bldaaq Peatenddlan Pencemaran Daa Kerura&an Llardnraqaa EIdUP

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fu ngsi :

a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;

b. Penentuan baku mutu lingkungan;

c. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium

lingkungan);

d. Pelaksanaan pemantauan sumber pence[rar institusi dan non institusi;

e.Pelaksanaan penanggulangan pencernaran (pemberian informasi,

pengisoLasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

f. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,

rehabilitasi dan restorasi) sumber pence[Hr institusi dan non institusi;

g. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

h. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada

masyarakat;

i. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencem,rr institusi

dan non institusi;
j. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;

k. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber

pencemar institusi dan non institusi;

l. Penentuan kriteria baku kerusalan lingkungan;

m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan tingkungan;

n. Pelaksanaan penanggul,angan (pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) kerusalan lingkungan;

o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan

restorasi) kerusakan lingkungan.
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p. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

q. Mela-ksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

H.1. Sekst PeEa[tauan

Seksi Pemantauan Lingkungan menyelenggaralan fungsi :

a. Melaksanaan pemantauan kualitas air ;

b. MeLaksanaan pemantauan kualitas udara;

c. Melaksanaan pemantauan kualitas tanah;

d. Melakukan penentuan baku mutu lingkungan;

e. Menyiapkan s.rrana dan prasarana p€mantauan lingkungan

(laboratorium lingkungan).

f. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

g. Mel,aksana-kan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

8.2. Sekrt Penceadatlen Peacemaraa derr treruta&e'n Llagkunalrrr

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusa'kan Lingkungan

menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

b. Melaksanaan penangguLangan pencemaran informasi'

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

c. Melaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan' remidiasi'

rehabilitasi dan restorasi) sumbr pencemar institusi dan non institusi;

d. Mel,aku-kan penentuan baku mutu sumber pencem:rr;

e. MeLakukan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi darnpak dan

pemberian peringatan akan pencetttaran atau kerusakan lingkungan

hidup kepada masyarakat;

f. Melakukan penJrusunan kebijakal pembinaan terhadap sumber

pencemar institusi dan non institusi;

g. Mel,aksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;

h. Melaksanaan pembinaan tfudaklanjsl rekomendasi hasil evaluasi sullber

pencemar institusi dan non institusi.

i. Melakukan Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

j. Melaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

k. Melaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisotrasian serta

penghentian) kerusakan lingkungan;
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l. Melaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan

restorasi) kerusakan lingkungan.

m.Mel,aporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

o. Mel,aksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

I. Btds& Peretr.! D.! Itents(Lat&r X.Pe.itas Lta[trur'! EtduP

Bidang Penataan Dan Peningkatan l(apasitas Lingkungan Hidup

menyelenggara-kan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dalr

penyelesaian pengaduan masyara-kat;

b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak

sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Pelaksanaan penelaahan, verifikasi atas pengaduan, pen5rusunan

rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

d. Pel,aksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil

tindak lanjut pengaduan serta sosialisasi tata cara pengaduan;

e. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

mel,alui pengadilan;

f. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan

Pengelotraan Lingkungan HiduP;

g. Penyusunan kebljakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan

yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelol'aan

lingkungan;

h. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

i. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

penerima izin lingkungan dat inin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;
j. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan

Hidup Daerah;

k. Pembentukaa tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum

lingkungan;

l. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan HiduP;

m. Pel,aksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup'

penangan rn barang bukti dan penanganan hukum pidana secara

terpadu;
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n. PenJrusunan kebijalan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Aadat (Masyarakat

Hukum Adat (MHA)) terkait dengan Perlindungan dan Pengelol,aan

Lingkungan Hidup;

o. Identilikasi, verifkasi dan validasi serta Penetapan pengakuan

keberadaan masyarakat hukum adat, hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait

dengal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

p. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat

Hukum Adat (MHA), hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan

hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan HiduP;

q. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat

MHAh
r. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

s. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA)'

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

t. Pen)rusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat

(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

u. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendarnpingan terhadap Masyarakat Hukum Adat [MHA), kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

v. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum

Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

w. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama

Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait PPLH;

x. Penyiapan sarpras peningkatan kapa.sitas dan peningkatan keqiasana

Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait PPLH ;

y. Pengembangan materi dan metode rtiklnt dam penyuluhan Lingkungan

Hidup serta pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

z. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Linglungan Hidup;

aa. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli

Linglungan Hidup;

bb. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyululan;
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cc. Penyiapan sa:rana dan prasarana dikl,at dan penyuluhan Lingkungan

Hidup;

dd. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;

ee. Penyusunan kebljakan tata cara pemberian penghargaan Linglungan

Hidup;

If. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan Pelaksanaan

penilaian serta pemberian penghargaan;

gg. Mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan

nasional;

hh. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-

undangan; dan

ii. Melaksanakan tugas train yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

I.l. Sekst Pencaduaa. Da! Penesa&han IIulnr.m

Eldup

Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Dan Penegakkan Hukum

Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. Melakukal pen5rusunan kebljalan tentang tata cara pelayanan

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang

tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

c. Melaksanaan penelaahan dan verilikasi atas trrcngaduan;

d. MeLakukan penJrusurun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi

pengaduan;

e. Melaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil

tindak lanjut pengaduan;

f. Melaksana.kan penyelesaian sengketa ltrgkungan baik di luar pengadilan

maupuo melalui pengadilan;

g. Melakukan sosialisasi tata cara pengaduan;

h. Melakukan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin

Perlindungan dan Pengelolaan Linglungan Hidup'

i. Melakukan penyusunan kebliakan pengav/asan terhadap usaha dan atau

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelol,aan lingkungan;

j. Melaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
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k. Melaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

l. Mel,akukan Pembinaan dan penga.wasan terhadap Petugas Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah;

m. Melaksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan

hukum;

n. Melaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan HiduP;

o. Melaksanaan penyidikan perkara pel,anggaran lingkungan hidup;

p. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana

secara terpa.du.

q. Melaporkan pelalsanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tuga.s

dan fungsi.

I.2. SGbi Kaoasitas dan Perizlnan Bldaas kuagan

Etdup

Seksi Peningkatan Kapasiatas dan Perizinan Bidang Lingkungan

Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. Melakukan penJrusunan kebljakan pengakuan keberadaan masyarakat

hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dar hak Masyarakat Hukum

Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelol,aan Lingkungan

Hidup;

b. Mel,akulan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapEm

pengakuan keberadaan masyaralat hukum adat, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Melakukan penetapa-n tanah ulayat yang merupakan keberadaan

Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. Melaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat

(MHA);

e. Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum

adat;
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f. Melakukan penJrusunan data dan informasi profiI Masyara-kat Hukum

Adat (MHA), kearifan loka-l atau pengetahuan tradisional terkait

Perlindungan dan Pengelolaan Ling|<ungan Hidup (PPLH);

g. Mel,akukan penJrusunan kebiiakan peningkatan kapasitas Masyarakat

Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan Eadisional terkait

Perlindungan dan PengeloLaan Lingkungan Hidup (PPLH);

h. Metaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat

(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

i. Melaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum

Adat [MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait

Perlindungan dan Pengeloliaan Linglungan Hidup (PPLH);

j. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan ke{asama

Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait Perlindungan dan PengeloLaan Linglungan Hidup

(PPLH);

k. Menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapa.sitas dan

peningkatan keq'asama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelol,aan

Lingkungan Hidup [PPLH);

l. Melaksanakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan

Hidup;

m. MeLaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan

Lingkungan Hidup;

n. Melaksanaan diklal darl penyuluhan Linskungan Hidup;

o. Melakukan peningkatan kapa.sitas instruktur dan penyuluh Lingkungan

Hidup;

p. Mel,akukan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli

Lingkungan Hidup;

q. MeLaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

r. Menyiapkan sarara dan prasarana diklat dan penyuluhan Lingkungan

Hidup;

s. Mel,akukan pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;

t. Melakukan penJrusunan kebijakan tata erra penghargaan

Lingkungan Hidup;

u. Melaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

v. Membentuk :rn penilai penghargaal yang kompeten;
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Tabcl 1.1
Jumlah Pegawet Berdasartro'. TfagLet Peadtdt&e.n

No Peadldtkan Jrrln[sf,

1 SLTA/SMK 4

2 DIPLOMA I

SAR-IANA (Sr) 20

4 SAR.TANA (S2) 1

5 SAR.IANA (S3) 1

Jum1ah 27

Tabel 1.2
Jualah Pegawat FDg teleh 66'ngilkuti pelatthea lreajeaJeagaa

lto Ilo".a Pelatlhan

DIKLAT ADUMI"A/PIM III 2

c DIKI,ATADUM/PIM IV 3

Jumlah 5
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w. Mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan

nasional;

x. MeLaporkan pelaksanaan tugas sesuai peratu.ran trrcrundang-undangan;

dan

p. Mel,aksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

J. Eeloallok Jabata.n hrnqslonal

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pejabat Pengawas Lingkungan

Hidup (PPLH), menyelenggarakan fungsi melakukan pengawasan

ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegtatan terhadap izin

lingkungan.

Dalam mel,aksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan

Hidup Kota Kotamobagu didukung oleh personil dengal komposisi

sebanyak 27 personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 233 Tenaga

Kontra-k/ Honorer Non PNS (Honor Daerah), yang dipimpin oleh I orang

Kepala Dinas, 1 orang Selretaris, Kepala Bidang 4 Orang, Kepala Seksi 8

Orang, Kasubag 3 Orang, 10 orang staf.

Jumtqh

1



Tabel 1.3
Junlah Pegerat berdaranl-- golongaa

I{o. Jumleh (Orargl

I I

2 II a

3 III

IV 6

Jumlah 27

Tcbel 1.4
Jualah Pegarat 5rang meaduduH eeeloa dan staf
No. Croloagan Junlah (Orangl

1 Eselon II 1

2 Eselon III 5

1l

4 Staf

Jumlah 27

1.3. Isu Etrategis Dtaar Ltagkungaa lltdup
Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Kotamobagu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan

pada beberapa. hal berikut:

1. Pengelolaan Perizinan Lingkungan dan Pengawasan Lingkungan yang

lebih komprehensif;

2. Peningkatan kompetensi dan pembinaan aparatur pengelola

lingkungan hidup, pengawas lingkungan hidup dan pengelola

Laboratorium lingkungan hidup;

3. Pembentukan Penga.was Lingkungan Hidup Daerah;

4. Peningkatan koordinasi Intern Pemerintah Kota Kotamobagu dan

pemalaman kepa.da seluruh Masyarakat Kota Kotamobagu tentang arti

pengelolaan perizinan lingkungan dan pengawasan lingkungan hidup;

5. Dukungan Infrastruktur, dana, sarana, prasararu dan sumber daya

manusia masih terbatas.

70

Goloagaa

18

4.

Eselon IV3.

10



1.4. Sistematlka Penullsaa

sistematika penulisan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Tahun 2017 disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belal<ang maksud

dan tujuan penulisan dan gambaran umum organisasi'

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu untuk periode 2Ol4-2O18'

Rencana Kinerja Tahun 2017, serta Penetapan Kinerja 2017'

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja dan

analisis pencapa.ian kinerja program.

Bab IV Penutup.

zt



BAB U

PERENGAITAAIT IIER^'A

2.1. Reacana Strategls

RencarraStrategisDinasLingkunganHidupKotaKotamobaguadalah

merupalan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki yang

selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Kementerian Lingkungan

HidupdanKehutananRepubliklndonesiadanDinasLingkunganHidup
Provinsi sulawesi utara sebagai suatu sistem perenczrnaal pembangunan

nasional yang terPadu.

Tabel 2.1
Rencaaa Strategls Dlnar Llagkungaa Hldup Eota Kota'mobagu

Tahun 20l+20la

TUJUAI
ITDNINTOR

nilutx
TARGEI SASANAT

I[DIUmn

SASdRAT
SATUAX

I{O[DISI

A[AI

TARGET

m4 ?015 2016 Nll 2018

Menirykathn

Kinerja

hqelolaan

Persanplan

Persentase

klayalan

Sanpl

k*otaal

80oio

Meninghtrya

Pengelolaan

Samph

krkotaan

1. Persentase

Pelayanan

Peqargkutan

Sanp}

Perkotaan

Yo 75 75 75 75 75 70

2, Permntase

Pengelolaan

Pengura4an

SamphMelalui

3R {Reduce,

Reuse, Recyclel

Yo 25 25 25 25 30

Meningkathn

Kapasita$ dan

Akuntatiltas

Kineqa

Birohasi

Penentase

Tndaklaq'ut

Temuan Hasil

Pemerihaan

WA

lileninghtnya

Kapaslta$ dan

Ahntatiltas

Kinerja

Bimknasi

1. Persentase

TemuanBK /
Insphorat

yang

ditindaHanjuti

0k 90 90 90 90 90

2, Perwntase

Penurunan

TemuanBK /
Inspktorat

0k 100 100 100 100 100 100

22
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2.1.1.Vkn dal ftri Dftat LfDAkurgel Etdup Kota Botaaobagu

Berdasarkan kesepakatan pada saat pelaksanaan evaluasi

penyusunan Rencana Strategi SKPD, maka Visi Walikota Kotamobagu

diadopsi secara utuh oleh SKPD menjadi Visi SKPD. Hal ini

dimaksudkan agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

benar-benar dapat sejalan dengan visi Walikota. Oleh karena itu Visi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu mengikuti Visi Walikota

sebagai berikut: 'TERWUJUDI.IYA LINGKUNGAN YANG BERSIH,

AMAN DAN SEHAT MENYONGSONG KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI

KOTA MODELJASA".

Untuk mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota

Kotamobagu Tah:ur, 2014-2018 tersebut di atas, dilaksaaakan Misi

sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur Dibidang

Pengelol,aan Lingkungan Hidup;

b. Meningkatlan Pengendalian Pencemaran, Pengendalian Kerusakan

Lingkungan Serta Konservasi Sumber Daya AIam.

2. 1.2.Tu;-'- daa Sareraa

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebljakan sebagaimana

tennuat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota

Kotamobagu Tahun 2014-2018, dirumuskan berdasarkan Misi Dinas

Lingkungan Hidup Kota Kotarnobagiu, antara lain:

Tebel2.2
tbl, TuJuen Dan Sararaa Dlaar Ltagkuagaa Etdup Kota Eotarnobagu

2.2. Indthator ElaerJa Utaraa

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penetapan

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Feraturan Menteri

Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/O9/M.PAN lSl2OOT

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kineq'a Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target indikator kinerja utama

fISI TUJUAN SASARAIT

1 2 3
Meningkatkan Pengendaliaa
Pencemaran, Pengendalian
Kerusakan Lingkungan
Serta Konservasi Sumber
Daya Alam

Meningkatkaa Kineg'a
Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya Pengelolaan
Sampah Perkotaan

Meningkatkan Kineia
Sumber Daya Aparatur
Dibidang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Meningkatkal Kapasitas dan
Akuntabiltas Kine{'a
Birokrasi

Meningkataya Kapasitas
dan Akuntabiltas Kinerja
Birokrasi
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Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

Tabcl 2.3
Indlhator ElaerJa Utama Dtaar Ltagkuagaa Etdup Kota Botanobagu

Tabel2.4

2.3. PerJaaJtaa Blae{a 2O17

Perjanjian kine{a adalah lembar / dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang tebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kineq'a. Dinas Lingkungan Hidup Kota

Kotamobagu telah menetapkan Perjanjian Kine4'a Tahun 2017 dengan

uraian sebagai berikut :

INDII(ATOR PENJELASAN
SI'UBER

DATA
PEITAITGiGINTG

JAWAB
1, Persentase
Pe layanan
Pe ngargkutan
Sarnpah
Perkotaa.lr

Rurrusan:
Jumlah Sanpah Yang
Tertartga.ni
DIBAGI

x lOOo/o

Dinas
Lingkungan

Hidup

Dinas
Lingkungan

Hidup
Jumlah Produksi
Sarnph

2. Persentase
Pengelolaal
Pengurarrgan
Sampall Melalui
3R (Reduce,
Reuse, Recycle)

RumusaIl:
Jumlah Sarnph Yaog
dikelola rnelalui 3R
DIBAGI

x lOOo/o

Dinas
Lingkungan

HiduP

Dinas
Lingkungal

Hidup
Julnlah koduksi
Sameh

1. Persentase
Te(nuan BPK /
InspeLtorat yang
ditindaklalrjuti

Rurnusa-n :

Jumlah Temual yang
ditindaklarljuti
DIBAGI

x l@o/o
Dinas

LiogkunBan
Hidup

Dinas
Lingkungarl

Hidup
Jumlah Total Ternual

2- Perserrtase
Penulunan
Temuan BPK /
Inspekorat

Rumusan :

Jusrlah Terrruafl
Tabun lalu (n- l)
DIBAGI

tooo/o
Dirras

Lingkungan
HiduP

Dinas
Lingkungan

Hidup
Jumlah Terruan
Tahun Pelaporal (n)

PROGRA.![ ANGGARAN KIT

1 7,895,908,400

2
Program Pe layanan
Administra si Pe rkantoran

934,515,902

24

Rencaaa KlaerJa Tahunan Dfaas f,ingkuagan Hldup Kote Kotamobagu

Ito

Program Pe ngembangan
Kinerja Pengelolaan
Persanlahan



Tabel 2.5
PcrJa{ten ElaerJe Indt}gtor Sararea Dtaar Ltaglnragea Etdup

Eota Eotsmobegu Tahua Aaggaral 2O17

Untuk pencapaian Indikator Kinerja di atas akan dilaksanakan

melalui beberapa Program berikut:

Indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kota Kotamobagu 201a-20f8, serta pencapaian visi dan misi

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobaga 2Ol4-2O18.

SASTARAII II|IE'II<A'TOR SAEIARA.III SAT(,AII
,TA.R,GET

20L7

Meningka.tt1ya
Pe oge lolaa.n Saal-.h

Fe rkotaarr

1. Persentase Fe layaoan
Pe nga.rtgkrltar.! Saalal.
Fe rkotaan

o/o 75

2. Fe rsentase
Pe nge lola.s.Ir Pe agu-angart
Sao.yr.Lr Melah-ri 3R
(Reduce, Reuse, Rec5rcle)

25

Me nirrgka.tnya. Ka.IEsita.s
dan ALuntabiltas l(irte rj a

Birokra.si

1. Pe rsefltase Te l!]'uan
BPI( ,/ Inspe ktorat yallg
ditinda.ld anj rrti

o/o 90

2- Pe rsenta.se Fe nuruoan
TerEuan BPK /
kislE korat

o/o 100

PR,OGRA.U AlrGGARATI ICDT

PrograE
Pe nge rrbangan I(inerja.
Fengelolaan
PersafrtrEhan

7,a95,9Oa,zlOO-OO

hografia Pelayanan
AdDjrtistrasi
Pe rkantorar!

934,515,9O2- OO

25

o/o



BAB Itr
A,KT'ITTABILITAA BII{ER^'A

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolelrtif secara transparan mengenai keberhasilal

atau kegagalan dalam melaksanalan misi organisasi kepada pihak-pihak ya-ag

berwenang penerima pelaporan kinerja atau pemberi amanah. Dinas Lingkungan

Hidup Kota Kotamobagu selaku pengemban amanah dari pimpinan dan

masyarakat melakscurakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu yang dibuat sesuai

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Thhun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala

LAN Nomor 239llxl6l8l2003 tentang Perbaikan Dinas Lingkungan Hidup

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentarg Petunjuk Tekrris Perjanjian, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Iaporan Kineda Instansi Pemerintah. l,aporan

ini memberikan grimbaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing

indikator sasaran strategis yang ditetapkan dal,am dokumen Renstra Tahun

2Ol4-2O18 rraupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentual

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasil,an dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program' sasaran yang

ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah.

3.1. C.pat ! BlnetJa Utaoe
Pengukuran kinerja berdasarkan indikator sasaran Dinas Lingkungan

Hidup Kota Kotamobagu sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kota

Kotamobagu dan RENSTRA Tahun 2014-2018 untuk tahun target 2017

dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabcl 3.1
CsFfa.n Indlletor BtaetJe Screrea Xltaar Ltlgtuagal Etdup

Bote Botanobagu Tehua Aaggerea 2017

SASARAII I!rI'II<ATOR, SASARAIV TAR,GiIDT REALISASI
I<I!IER^'A CAPAIAlT

1 2 3 5

Ire rljugkatrrya
Pe rlgelola.arr

Sa-EIEh
Pe rkotaal1'

1- Pe rs,ertta.se Pe layanram
Perrga.ngkutan Sa-a1ah Perkota.arl 75-OU/o 67.35o/o a9.aoolo

2. Perseatase Fe ngelolaan
Fe rtgu.rangarr Saalatr Mela.lui 3R
(Reduce, Re trse, Recycle )

25.O@/o 32-650/o l30.600/o

1. Persentase TeEuan BPK /
InstrEktorat yarlg ditindakla'tjrrti 90.ooo/o 9t.670/0

2. Perserttase Penrll-ul1arr
1leloua.rl BPK / IrrslEktorat I oO.OOozlo 5OO-OOo/o
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Me rrirrgka.tnya
KatrEsitas da.-n
Akuatabilta.s

Itirrerja
Elirol:rasi

lOL.860/o

5OO.Oo'/o



Tabel 3.2
C.Ff.rr ladllrtor BlrrerJe Srlaraa Dt!r, Llrgturgrn Eilup Eota 

-11otarotqu Talrua.lngg"".o 2O1? daa Perbardlagal Tahua Atggaran 2O16

SASARAT II{DIIUTOR SASARAI{

mt

TARGET
RzuISASI

I{XIERJA
CAPIIIil TARGET

REATISNI

IIIIERJA
CAPAIII{

I 2 3 4 i 6 7 8

Meningkahya

Pengelolaan

Sanph

Perkotaan

1. krsentase klayanan

Penganghrtan Sanph krkotaan
75.0tr/o 77.5/0k 103.3Y/o 67.3570 89.8tr/o

2. krsentase kngelolaan

Pengr:langan Samph Melalui 3R

(Reduce, Reuse, Recyde)

25.0ff/o 22.460k 89.84% 25.00% 32.650/0 130.60/o

Menin$ahya

Kapsitas dan

A}untatiltas

Kinerja

Birohasi

1. Persentase Temuan BPK i
Inspktorat yang ditindaHanjuti

90.0ff/o s.otr/0 91.670/o 101.8670

2. Persentase knurunan

Temuan BPK / Inspktorat
1ffi.Off/o 20.00/o 20.OP/o 100.00/o 500.Otr/o 500.00/o

Tabel 3.3
Capalaa IadlLator BlnerJa Sesasen Dtaas Ltagkurgan lltdup

Kota Tahun 2OL7 Dan Tahun AkJrlr Renetra

Tingkat pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017 secara rinci dapat

diuraikan pada :

AIIEIR TAEI'I{
RAISTRA

KET

TARGETTARGET
REALISASI

IIIITEzuA

IITDII(ATOR SASARA.I{SASANAX

764321

70.wo67.35Yo7s.WkL Persentase Pelayanan

Pengangkutan Sanpah Perkotaan

30.00/o32.65Yo25.Wo
2. Persentase Pengelolaan

hngurangan Sanph Melalui 3R

(Reduce, Reuse, Recycle)

lytsningkatny2

Pengelolaan

Sanph
Perkotaan

100.0fflo91.670/o90.0ff/o
l. Fersentase Temuan BPK /
Inspehorat yang ditindaklartjuti

100.0f/o100.0tr/o 500.00/o

tvl6ningl.atnya

Kapsitas dan

Akudatiltas
Kinerja

Birolrasi 2. Persentase Penurunan

Temuan BPK / Inspktorat
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l. Pencapalan Indlkator seseral Penentase Pelayanan Pengaagkutaa

Sampah Pertotaan dengan analisa produksi sampah perhari dengan

jumlah penduduk 129.451 Jiwa rata-rata sebanyak 64.725,5 Kg, dimana

diasumsikan jumlah produksi sampah per hari dirata-ratakan 0,5 Kg.

Jumlah sampah yang ditangani di tahun 2O16 berdasarkan data timbang

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu di tempat Penampungan

Akhir (TPA) bulan desember 2016 rata-rata perhari sebanyak 50.191,32

Kg atau sebesar 77,54o/o. Dari target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar

75%o dat realisasi kinerja 77,54o/o maka tingkat capaian kinerja pada

indikator sasaran ini sebesar 103,3970.

Pada Tahun 2O17, produksi sampah yang dihasilkan dengan jumlah

penduduk 124.124 Jiwa dengan asumsi 1 jiwa menghasilkzm 0,5 Kg

sampah adalah sebanyak 65.000 kg. Berdasarkan data dari Dinas

Lingkungan Hidup melalui data timbang yang ada di Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) jumlah sampah yang ditangani rata-rata per hari yaitu

43.779,33 Kg atau 67,35o/o. Dari target indikator sasaran yang ditetapkan

tahun 2O17 sebesar 7 5o/o, dan realisasi kinerja 67,350/o maka tingkat

capaian kinerja tahun 2017 sebesar 8l9,8Cf/o dan bernilai rergat Bdk.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini antara lain dengan

peningkatan sistem transportasi pengangkut sampah pada proses

pengumpulannya dari unti terkecil menuju tempat pembuangan sampah

sementara berupa bak sampah selanjutnya di angkut ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA). Bita dibandingkan dengan target tahun akhir

Renstra sebesar 7Oo/o maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 terhadap

target tahun akhir Renstra adalah 89,8oo/o atau sudah melebihi target.

2. Pencapalan IndlLator 3e3aran Persentasc Pengelolaan Pelgurangan

Sampah [elalul 3R lReduce, Reute, Recyclef dengan analisa produksi

sampah perhari dengan jumlah penduduk 129.451 Jiwa rata-rata

sebanyak 64.725,5 Kg, dimana diasumsikan jumlah produksi sampah per

hari dirata-ratakan 0,5 Kg. Jumlah sampah yang dikeloLa melalui proses

3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada Bank Sampah dan Pengomposan di

tahun 2016 rata-rata perbulan sebanyak 14.534,18 Kg atau sebesar

22,460/o. Dari target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 25o/" dan

realisasi kinerl'a 22,46oh maka tingkat capaian kinerja pada indikator

sasanian ini sebesar 89,84o/o.

Pada Tahun 2017, produksi sampah yang dihasilkan dengan jumlah

penduduk 124.124 Jiwa dengan asumsi I jiwa menghasilkan 0,5 Kg
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sampah adalah sebanyak 65.000 kg. Jumlah sampah yang dikelola

melalui proses 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada Bank Sampah dan

Pengomposan di tahun 2Ol7 rata-rata perbulan sebanyak 21.22O,67 Kg

atau sebesar 32,650/". Dari target indikator sasaran yang ditetapkan tahun

2017 sebesar 25o/o, dan realisasi kine{a 32,650/o maka tingkat capa-ian

kineq'a tahun 2OL7 sebesar L3O,6Oo/o dan bernilai sargat Balk.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah :

a) Memaksimalkan fungsi Bank Sampah Induk

b) Membentuk Bank Sampah Unit

c) Memaksimalkan pengolahan sampah memalui pengomposan

d) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemanfaatan sampah menjadi

pupuk organik.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 3O7o maka

tingkat capaian kinerja tahun 2017 terhadap target tahun akhir Renstra

adalah 32,650/o atau sudah melebihi target.

Dalam rangka pencapaian indikator kine{a sasaran diatas, Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan pada Tahun 2017

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.6.808.894.371,- dengan

realiasasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2Ol7 sebesar

Rp.6.705.39 1.3 19,8 atau sebesar 7 4,560/o.

3. Pencapalan Indllator ..!aran Per:eatase Temuan BPK / hspeLtorat

yaag dtttnda5aaJutl dengan jumfah total temuan sampai dengan Tahun

2016 sesuai dengan data rekapan dari Inspektorat Daerah Kota

Kotamobagu untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu sebanyak

11 Temuan dan yang telah di tindaklanjuti sebanyak lO Temuan atau

sebesar 9O,9lo/o. Dari target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 100%o

dan realisasi kine{a 9O,9lo/o maka tingkat capaian kinerja pada indikator

sasaran ini sebesar 1O1,Ol%.

Pada Tahun 2O17, total temuan sampai dengal Tahun 2O17 sesuai

dengan data rekapan dari Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk

Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu sebanyak 12 Temuan dan

yang telah di tindaklanjuti sebanyak 11 Temuan atau sebesar 91,670/o.

Dari target indikator sasaran yang ditetapkal tahun 2017 sebesar 907o,

dan realisasi kinerja 91,670/o mal<a tingkat capaian kinerja tahun 2017

sebesar 1(}1,86010 dan bernilai sangat Balk.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah Melakukan

penyelesaian pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan meminta
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pihak-pihak terkait TGR tersebut untuk menyetorksnnya ke Rekening Kas

UmumDaerah(RKUD)danmenindaklanjutirekomendasitemuanyang
bersifat Administratif.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 9tr/" ,rraka

tingkatcapaiankinerjatahun2ol7terhadaptargettahuna}hirRenstra
adalah 101,85% atau sudah melebihi target.

4. Peacapalan Indlkator saaaran Persentase Peaurunan Temuan BPK /
IaspeL,torat dengan jumlah temuan pada Tahun 2015 sesuai dengan data

rekapan dari Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk Dinas

Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu sebanyak 1 Temual dan jumlah

temuan pada Tahun 2016 sebanyak 5 Temuan atau dengan presentase

penurunan sebesar 2oo/o. Dai target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar

100%odanrealisasikinerja2o%orrrrakatingkatcapaiankinedapada
indikator sasaran ini sebesar 207o.

pada Tahun 2017, jumlah temuan pada Tahun 2017 sesuai dengan data

rekapan dari Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk Dinas

Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu sebanyak 5 Temuan dan jumlah

temuan pada Tahun 2O17 sebanyak I Temuan atau dengan presentase

penurunan sebesar 5009/0. Dari target indikator sasaran yang ditetapkan

tahun 2017 sebesar 1oo%o, dan realisasi kineda 5o0o/o maka tingkat

capaian kinerja tahun 2O17 sebesar S(X)o/o dan bernilai sangat Baik'

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah :

a) Melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

b) Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan

peraturan Perundang-undangan.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 1o0o/o maka

tingkat capaian kineg'a tahun 2017 terhadap target tahun akhir Renstra

adalah 500p/o atau sudah melebihi target.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran diatas, Program

pelayanan Administrasi Perkantoran pada Tahun 2017 mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp.689.028-877,- dengan realiasasi sampai

dengan tanegal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 674.966.575,- atan sebesar

97,96Yo.
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3.2. Realtssi Aaggaran Tehun 2017

Realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

(APBD-P) Pemerintah Kota Kotamobagu dan Dokumen Pela-ksanaan

Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Tidak l.angsung

Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp'2'384'568'4O6,- dengan

realisasi sebesar Rp.2.347.600.586,- atau sebesar 98,45o/o. Belanja tidak

Iangsung tersebut terdiri dari; Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar

Rp. 1.579.368.4O6,- dengan Realisasi Rp. 1'565' f 8 1' 169,- atau sebesar

99.1tr/o dan belanja Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban

kerjasebesarRp.805.200.000,-denganReatisasiRp'782'4L9'417,-atau

sebesar 97 ,l7o/".

2. Anggaran Belanja Iangsung

Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp.8' 152'794'497,- derrgat

realisasi sebesar Rp. 8.034.422.230,8,- atau sebesar 98,55%' Rincian

alokasi dan realisasi belanja langsung T.A 2077 dan perbandingan

dengan Tahun 2016 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tebel 3.4
Alotred daa Realt:art.laggaran BeleaJa lrrgrulg lxoer Ltagkungan lltdup

Kota Kotanobegu Tahu! Arggaru 2017 dlbaadhgron Tehua Arggeraa 2O16

TAI{ril au
nIAUSTST (%)lEAlts $ (np.lifAuSAl {t6) AIIGGATAX (NP.}REAUSAST{&.}NGGAMfl (S.lilo mo6Ml,

6"rd96q 575.m 91.%%@,0a,8r.m95.54P'96,531,402.O1 Pmgcm Pelafanao Administrasi Pertatoran

9.11%u9,363,536.0u9,739,549.m90.99/6231 ,16t ,219.fi 215,331353.0
Prognm Peninglabn sanna dan Pras{doa

Apantur
2

97.81%49,1m,m.0150,2m,m.m3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

78.04%87,521,m.01U,150,m.m4
Program PeninglataD (ap6itas Sumber DaYa

Apantur

98.48.16,n5,39r,319.805,ffi,894,37Lm71.0.;r41,042,3@,m,0Prcgram Pe0Eemb€ngan xineda Pelgelolaan

PeEampahan
5

99.85%280,149,850.093.9,6 2$,570,m.mm346,948.m532,66,475.m
ProgGm Pengendalian Pencemaran dxl

Perusakan Un*un8an Hidup

lm.0/6239,751,6m.m 239,750,250.m96.01%223,146,750.m?3,LAn,2$.@7
Prognm Pedindungan dan xonseryasi

SumberDiyaAlam

99.81%4,m,7m.m98.92% 4,8m,mm18&164,m.m190,223,350.m

Hidup

Prognn Peningl&n Xualibs dan Abes

Infomasi Sumber oaya Alam dan Lingkungan

91.72%64,50,m.m 63,G0,m.mProgram Pengelolaan RuangTeduta tfiiau

{mH)
9

46r,4a,230.tr s.55%t,152,r9t lgl.m1235,S5tUrm1IOTAI EB
31

TAl 20l'

865,5G,361.m

1466,631m.O
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BAB IV

PEI{UTI'P

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota

Kotamobagrr Tahun 2017 ini merupakan pertanggungiawaban atas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu sesuai dengan

visi dan misi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota

KofamobaguTahun2olTinimenggambarkankinerjaDinasLing}unganHidup
Kota Korarnobagu dan Evaluasi terhadap Kinerja sesuai dengan indikator yang

telah ditetapkan. sesuai Indikator kinerja utama (IIru) yang tetrah ditetapkan

kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu tercapai dan berhasil secara

kualitatif dan secara persentase sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

CaFfea Indttetot BIaerJa Uters (IXU) Tahu2017

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pKIP) Tahun 2017 ini

semoga bermanfaat bagi kemajuan Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di

Kawasan Bolaang Mongondow RaYa

berbudaya dan berdaYa saing.

menuju masyarakat yang sejahtera'

CAPAIAITTARGETIT'TDII<ATOR SASA.RAI{SAAARA.II
54321

a9.aOo/o67.35o/o7 5.OOo/o1. Perserltase Pelayallarl
Pertgattakuta.rt Saal-'tr Perkotaal.t

r3O-6ff/o32 -6so/o25.Ooo/o
2- Pe rsertta.se Peflge
Pe rrgrrra.rrga.n S8EtrEh Melalui 3R

Reuse, Recycle)duce,

Meljagkat oya'
Pe lrge lola.a,n

Sa-alatr
Perkotaan

tol.a60/o9l-67o/o90.OOo/o1, Persetatase Teanran BPI( /
I'rstr! ktorat yalrg dititrda.klatrj1rti

5OO-Oo4/o500.ooolo
Te lllran EiPK / IllslEkorat

t2

REALIAN,AI
I(ITER^'A

Me rriEgkatnya
I(al-,sitas d.atr
Akuotatilt€.s

I{inerja
Elirokra.si @perse rrtase Pe rerrnrnant 100.ooolo


